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“Maha Suci Allah Yang ditangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu” 
(QS. Al-Mulk 67:1)  
“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah 94:6) 
“Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, setiap orang berada pada zona 
waktunya masing-masing” 
“Saat salah satu pintu kebahagian tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya 
seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup sehingga tak melihat 
yang telah terbuka untuk kita” 
(Helen  Keller) 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the implementation of sharia compliance 
aspects and the level of sharia compliance in the Savings and Loans Cooperative 
and Sharia Kospin Finance based on the the evaluation's indicators of Sharia 
Compliance aspects as stated in the Regulation of Deputy Supervision Minister in 
Cooperatives and Small-Medium Enterprises of Republic Indonesia number 
07/PER/DEP.6/IV/2016. This matter is done in order to make KSPPS Kospin 
Syariah knows the level of sharia compliance that has been implemented and can 
be used as input for future improvement.  
The method used in this research is a qualitative approach. Data 
collection techniques are carried out by interview, observation, and 
documentation. The data sources gained from primary data and secondary data. 
Primary data was obtained from the results of interviews with employees and the 
Sharia Supervisory Board and observations made by researcher. While secondary 
data is obtained from documents related to this research. The data analysis 
technique used is descriptive technique with validity testing by using source 
triangulation. 
The results showed that Kospin Syariah Savings and Loan Finance 
Cooperative based on the answers from several informants that have been 
interviewed by the researcher, it can be concluded that KSPPS Kospin Syariah in 
implementing indicators of the principle of sharia compliance obtained 6 positive 
scores and 4 negative scores based on the Regulation of Deputy Supervision 
Minister in Cooperatives and Small-Medium Enterprises of Republic Indonesia 
number 07/PER/DEP.6/IV/2016 regarding the Guidelines for Health Assessment 
of Sharia Credit and Savings Cooperatives, it is explained that the positive score 
of 6 is in the category of compliance enough 
Keywords: Savings and Loans Cooperative and Sharia, Sharia Compliance, Level 
of Sharia Compliance in the KSPPS Kospin Finance. 
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ABSTRAK 
 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aspek kepatuhan 
syariah dan untuk mengetahui pula tingkat kepatuhan syariah pada Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin Syariah sesuai dengan Indikator 
dalam penilaian pada aspek Kepatuhan Syariah yang tertuang dalam Peraturan 
Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Republik Indonesia Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016. Hal ini dilakukan agar 
KSPPS Kospin Syariah mengetahui tingkat kepatuhan syariah yang telah 
dilaksanakan dan dapat sebagai masukan untuk dapat diperbaiki kedepannya. 
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan Sumber 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
dengan karyawan serta Dewan Pengawas Syariah dan observasi yang telah 
dilakukan peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan penelitian. Uji validitas menggunakan triangulasi 
sumber. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah Kospin Syariah dalam menerapkan indikator dalam prinsip 
kepatuhan syariah mendapatkan nilai positif 6 dan negatif 4 berdasarkan Peraturan 
Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Republik Indonesia Nomor 07/PER/DEP.6/IV2016 Tentang Pedoman Penilaian 
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dijelaskan bahwa nilai 
positif 6 masuk dalam kategori cukup patuh. 
Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Kepatuhan 
Syariah, TIngkat Kepatuhan Syariah pada KSPPS Kospin Syariah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Koperasi merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan perekonomian 
bangsa Indonesia yang didasarkan atas usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan. Koperasi sebagai salah satu badan usaha, memerlukan pengelolaan 
manajemen dan keuangan yang profesional, walaupun berdasar asas kekeluargaan 
sehingga mewujudkan koperasi yang handal, profesional, dan tetap berprofit 
untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan perekonomian nasional pada 
umumnya. untuk itu perlu bagi koperasi selalu menjaga kinerjanya. 
Salah satu cara yang dilakukan Kementrian Koperasi dalam mendukung 
hal ini adalah dengan melakukan penilaian kinerja koperasi secara periodik. Hal 
ini untuk menjamin bahwa semua kegiatan operasional koperasi sesuai dengan jati 
diri koperasi, sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Dengan demikian kepercayaan 
masyarakat akan meningkat dan dapat memberikan manfaat kepada anggota dan 
masyarakat sekitarnya. 
Penilaian tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan 
hukum koperasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, karena 
akan dapat diketahui kesehatan dan kinerja darisuatu Lembaga Keuangan Syariah 
tersebut. Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UMKM masih perlu 
meningkatkan pemantauan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) untuk kemajuan lembaganya.Z(Yusuf,2016). 
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Munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi tonggak 
berkembangnya Koperasi Syariah di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro di 
bawah Departemen Koperasi dan UMKM ini tidak saja berorientasi bisnis tetapi 
juga sosial, tidak adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal 
(pendiri), tetapi pendistribusian secara adil dan merata kepada seluruh anggota. 
Hal ini merupakan ciri khas utama dari koperasi syariah, dimana selain 
mensejahterakan anggotanya, juga memiliki peran sosial di dalam masyarakat 
terutama mengatasi masalah riba. 
Untuk mewadahi perkembangan koperasi berbasis simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah, Kementrian Koperasi dan UMKM mengeluarkan Permen 
nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan 
dinamika masyarakat yang mengharuskan kesesuaian pelaksanaan Koperasi 
syariah berdasarkan prinsip syariah yang memiliki ciri, bentuk, dan sistem 
sendiri.(Okfitasari dan Agus,2018). 
Di dalam Permen nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dijelaskan bahwa 
sebagai lembaga keuangan syariah, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
oleh koperasi. Koperasi harus melaksanakan fungsi intermedia yang memiliki ciri, 
bentuk dan sistem sendiri yang harus diatur, diawasi, dan dinilai kesehatannya. 
Penilaian kesehatan perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat 
kesehatan dari segi keuangan, aspek manajemen, dan kesesuaian prinsip syariah. 
Manfaat penilaian kesehatan bagi internal koperasi dapat  mengevaluasi kinerja 
dan prestasi yang sudah dicapai, dan mengevaluasi apakah koperasi dapat berjalan 
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normal. Disisi eksternal membangun kepercayaan anggota dan masyarakat sekitar 
untuk dapat memanfaatkan koperasi syariah sebaik mungkin. 
Menurut Mulyadi (2001), penilaian kinerja merupakan penentuan 
efektivitas operasional suatu perusahaan, organisasi, bagian dari organisasi dan 
karyawannya, yang dilakukan secara periodik sesuai dengan standar, sasaran, dan 
kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja bukan hanyamemiliki manfaat 
sebagai alat monitoring kerja manajer dan pencapaian tujuan organisasi, tetapi 
juga memiliki peranan lain yaitu membantu manajer dalam mengawasi posisi 
strategi perusahaan. 
Melalui penilaian kinerja, manajemen suatu organisasi dapat 
mengkomunikasikan bagaimana seharusnya manager berperilaku dan bagaimana 
perilaku tersebut dinilai dan dievaluasi. Dengan demikian penilaian kinerja 
menjadi bagian penting dalam perencanaan pengawasan organisasi karena melalui 
penilaian kinerja, akan tergambarkan bagaimana pencapaian target suatu 
organisasi yaitu berupa tingkat operasional yang diinginkan maupun laba yang 
ditetapkan sebelumnya. (Hoque,2003) 
Dalam perkoperasian penilaian kinerja yang dikenal dengan penilaian 
kesehatan koperasi merupakan sarana untuk mengetahui dan mengukur apakah 
proses yang ada di dalam operasional dan aktivitas koperasi telah berjalan sesuai 
standar yang telah ditentukan, apakah sudah efektif dan efisien. dengan demikian, 
penilaian kesehatan koperasi, merupakan sarana Kemenkop sebagai organisasi 
induk perkoperasian di Indonesia untuk mengawasi dan memastikan kondisi 
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kesehatan koperasi, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan 
anggota. (Yusuf,2016) 
Mengingat bahwa koperasi merupakan organisasi yang memiliki jatidiri 
yang berbeda dengan organisasi bisnis lainnya. Hasil penilaian kesehatan 
diharapkan dapat dipergunakan bagi koperasi yang bersangkutan sebagai 
pedoman dan bahan pertimbangan untuk mengubah atau menghentikan 
operasional koperasi. (Sugiarso,2011) 
Penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Koperasi syariah telah banyak 
dilakukan. Sebagian besar penilaian kesehatan yang dilakukan menggunakan 
indokator yang telah di tetapkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah aspek yang biasanya menjadi fokus penelitian meliputi aspek 
permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, 
aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan 
juga aspek kepatuhan syariah. 
Penelitian yang dilakukan Afandi (2004) dengan objek penelitian KSU 
BMT Arafah di semarang dengan menggunakan indikator kinerja keuangan 
berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 
35.5/Per/M>KUKM/X/2007. Hasilnya adalah bahwa secara pengukuan kesehatan 
dari indikator permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, 
kemandirian, dan pertumbuhan menunjukkan bahwa selama rentang waktu 2011 
sampai 2013 KSU BMT Arafah dinyatakan sehat. 
Yusuf (2016) meneliti dengan menganalisis tingkat kesehatan koperasi 
syariah BMT Al Munawarah. Indikator penilaian kesehatan koperasi dengan 
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metode CAMEL yang disesuaikan dengan penambahan aspek syariah, dengan 
hasil BMT ini cukup sehat. Penelitian lain dilakukan Nornita (2012) dengan 
menganalisis kesehatan pada BMT Bina Ihsanul Fikri dari tahun 2000-2011. 
Penilaian kesehatan menggunakan metode penilaian kesehatan BMT dari 
PINBUK. Yang hasilnya mendapat predikat kurang sehat. 
Raharjo dan Indriani (2017) melakukan penelitian atas kesehatan KSPPS 
BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal pada tahun 2013. Indikator penilaian 
kesehatan menggunakan Permenkop Nomor: 7/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari indikator tersebut, KSPPS 
BMT Bina Ummat Mandiri berpredikat cukup sehat dengan skor 75,45. 
Dari berbagai penelitian diatas sebagian besar penelitian yang dilakukan 
menggunakan beberapa aspek keuangan yang ada pada koperasi simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah padahal sesuai dengan namanya koperasi simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah harusnya lebih mengedepankan aspek penerapan prinsip 
syariah karena kebanyakan Koperasi Syariah yang ada saat ini belum terlalu 
mengedepankan prinsip syariah. 
Menurut pengalaman peneliti saat melakukan Praktek Pengalaman 
Lapangan pada bulan Januari 2018 lalu, pada Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah Kospin syariah yang kebetulan peneliti ditempatkan pada 
cabang Kantor Harjosari, peneliti mendapati banyak kegiatan yang kurang sesuai 
dengan aspek kepatuhan prinsip syariah, seperti penyimpanan dana pada Bank 
Konvensional, juga pembayaran gaji karyawan yang masih bekerja sama dengan 
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Bank Konvensional, serta jika nasabah ingin mengangsur melaui proses transfer 
juga melalui Bank konvensional. 
Pengelolaan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah 
seharusnya mengacu kepada standar dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan 
prinsip syariah. Karena diharapkan dengan dilaksanakannya pengelolaan yang 
berdasar dengan prinsip syariah maka akan mendorong terwujudnya lembaga 
keuangan syariah yang sehat secara financial dan juga patuh terhadap prinsip-
prinsip syariah di seluruh lini operasionalnya. 
Berdasarkan hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin meneliti Tingkat 
Kepatuhan Syariah yang ada pada KSPPS Kospin Syariah apalagi mengingat 
KSPPS Kospin Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang 
melayani pembiayaan bagi masyarakat. Dilihat dari perkembangannya KSPPS 
Kospin Syariah memiliki progress yang sangat baik, yang mana sampai saat ini 
telah memiliki 13 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota. Hal ini 
menandakan tingginya tingkat kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap 
adanya KSPPS Kospin Syariah. 
Tingkat perkembangan KSPPS Kospin Syariah yang baik ini, menandakan 
kinerja yang baik pula. Dengan kinerja KSPPS Kospin Syariah sebagai salah satu 
Lembaga Keuangan Syariah yang baik, maka penulis tertarik untuk mempelajari 
lebih mendalam lagi bagaimana penerapan aspek kepatuhan prinsip syariah pada 
KSPPS Kospin Syariah. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Kospin Syariah. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan 
permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah Menurut pengalaman peneliti 
saat melakukan Praktek Pengalaman Lapangan pada bulan Januari 2018 lalu, pada 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin syariah yang kebetulan 
peneliti ditempatkan pada cabang Kantor Harjosari, peneliti mendapati banyak 
kegiatan yang kurang sesuai dengan aspek kepatuhan prinsip syariah, seperti 
penyimpanan dana pada Bank Konvensional, juga pembayaran gaji karyawan 
yang masih bekerja sama dengan Bank Konvensional, serta jika nasabah ingin 
mengangsur melaui proses transfer juga melalui Bank konvensional. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar dalam penulisan penelitian ini mendapatkan suatu informasi dan 
gambaran yang jelas, rinci, dan spesifik mengenai ruang lingkup permasalahan, 
maka disusunlah batasan masalah tentang obyek penelitian ini, yaitu: 
1. Pembahasan hanya difokuskan pada penerapan Indikator Aspek 
Kepatuhan Syariah pada KSPPS Kospin Syariah yang sesuai dengan 
Peraturan yang berlaku. 
2. Penelitian dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah dan karyawan 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin Syariah. 
1.4. Rumusan Masalah 
Untuk itu dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana Penerapan Aspek Kepatuhan Syariah pada KSPPS Kospin 
Syariah? 
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2. Bagaimana  Tingkat Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Kospin Syariah? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Mengetahui Penerapan Aspek Kepatuhan Syariah pada KSPPS Kospin 
Syariah 
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Kospin 
Syariah 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Akademisi: 
a. Untuk mengetahui Gambaran dan Identifikasi penerapan Aspek 
Kepatuhan Syariah pada KSPPS Kospin Syariah  
b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi 
peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Penilaian Aspek Kepatuhan 
Prinsip Syariah pada KSPPS. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah akademik 
sehingga berguna untuk pengembangan ilmu. 
2. Bagi Praktisi:  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau 
pertimbangan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin Syariah untuk 
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mengetahui tingkat kesehatan koperasinya dari aspek kepatuhan 
syariahnya. 
1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Tabel 1.1 
Hasil Penelitian Yang Relevan 
No Peneliti Judul 
Penelitian  
Metode 
Penelitian 
Hasil 
Penelitian 
Perbedaan 
1 Antin 
Okfitasar
, dan 
Agus 
Suyatno 
(2018)  
Analisis 
kesehatan 
koperasi 
syariah dalam 
upaya 
meningkatkan 
kinerja dan 
pelayanan  
Penelitian 
deskriptif 
kuantitatif 
Kspps mitra 
mandiri 
kesehatan 
keuangannya 
sangat baik, 
diharap bisa 
mempertahan
kan agar 
kedepannya 
semakin baik. 
Pada 
penelitian 
ini lebih 
mengutam
akan pada 
aspek 
kinerja 
dlan 
pengalam
n dan 
perbedaan 
juga 
terletak 
pada 
objek 
penelitian 
dimana 
penelitian 
dilakukan 
n pada 
KSPPS 
Mitra 
mandiri. 
2 Variyet
mi dan 
Gustati 
(2016) 
Analisis 
komponen 
penilaian 
kesehatan 
kspps di kota 
Padang 
Penelitian 
deskriptif 
exploratif 
Untuk 
mencapai 
predikat sehat 
kspps harus 
lebih banyak 
membenahi 
operasionaln
ya. 
Selain 
pada 
objeknya 
perbedaan 
penelitian 
ini juga 
terletak 
pada 
komponen 
penilaiann
ya. 
3 Farid Alternatif Penelitian Kspps yang Perbedaan 
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Hidayat 
(2016) 
sistem 
pengawasan 
pada KSPPS 
dalam 
mewujudkan 
shariah 
compliance 
deskriptif 
kualitatif 
seharusnya 
menjalankan 
kegiatannya 
sesuai dengan 
prinsip dan 
kaidah 
syariah 
namun 
prakteknya 
banyak kspps 
yang belum 
menjalankan 
operasionaln
ya sesuai 
dengan 
prinsip 
syariah. 
penelitian 
ini 
terletak 
pada 
sistem 
pengawas
annya 
4 Burhanu
din 
Yusuf 
(2016) 
Analisis 
tingkat 
kesehatan 
koperasi 
syariah 
Penelitian 
kualitatif 
dan 
kuantitatif 
Kjks BMT 
al-
munawaroh 
dikategorikan 
sebagai 
koperasi yang 
cukup sehat, 
namun 
harusada 
perbaikan 
terutama 
pada aspek 
fungsi 
pengawas 
syariah.  
Perbedaan 
terletak 
pada 
aspek 
yang 
digunakan 
untuk 
menilai  
5 Muham
mad 
Maksum
(2018) 
Sharia 
Compliance of 
Islamic Multi 
Contract in 
Islamic 
Banking. 
Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif 
Kontrak 
(akad) dalam 
transaksi 
perbankan 
syariah 
berbeda dari 
yang ada di 
perbankan 
konvensional. 
Meski sama-
sama 
menghasilkan 
produk yang 
sama dengan 
Perbedaan 
terletak 
pada 
variabel 
penelitian 
dimana 
pada 
jurnal ini 
lebih 
difokuska
n pada 
akad 
dalam 
Perbankan 
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nama yang 
sama, tetapi 
dengan 
kontrak 
tertentu, itu 
menjadi 
berbeda 
dalam 
karakteristik. 
Syariah. 
6 Juliana 
(2019) 
Sharia 
Compliance: 
Case Study on 
Murabahah 
Product BMT 
itQan 
Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif 
penelitian ini 
meneliti 
sejumlah 
besar 
lembaga 
keuangan 
Islam yang 
produk 
murabahahny
a belum 
sepenuhnya 
mematuhi 
kepatuhan 
syariah, baik 
fatwa Al-
Qur'an, 
Hadist dan 
DSN-MUI 
Perbedaan 
dengan 
penelitian 
ini 
terletak 
pada 
objek 
dimana 
pada 
penelitian 
ini 
objeknya 
pada 
prespektif 
anggota 
mengenai 
tingkat 
kepatuhan 
syariah. 
 
1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara 
menggambarkan, menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan bahasa. 
Penelitian ini akan dilakukan di KSPPS Kospin Syariah. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh 
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dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu teknik deskriptif dengan uji validitas menggunakan 
triangulasi sumber. 
1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
1.10. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab akan disusun 
secara sistematis sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alasan yang mendasari penulis 
dalam mengambil judul dan tema penelitian ini. Disamping itu juga menjelaskan 
tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini terdiri dari 
latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pokok-pokok teori yang 
melandasi permasalahan yang dimunculkan dan diuji kebenarannya dalam 
penelitian. Landasan Teori berisi teori- teori yang relevan dalam penelitian, yakni 
teori tentang tema  secara umum dan teori variabel secara umum. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini akan membahas terkait metode dan desain penelitian yang 
digunakan oleh penulis. Metode dan desain penelitian yang akan dibahas pada bab   
ini   adalah   metode   dan   desain   penelitian   kualitatif   dengan   teknik 
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pengumpulan data studi dokumen, observasi, dan wawancara. Bab ini terdiri dari 
desain  penelitian,  subyek  penelitian,  teknik  pengumpulan  data,  dan  teknik 
analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini penulis akan menyampaikan serta membahas mengenai hasil 
dari penelitian yang telah dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan 
wawancara. Disamping itu juga, penulis akan menganalisis hasil penelitian yang 
telah dilakukan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang 
diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu 
disampaikan dan diajukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian 
berikutnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Definisi Koperasi 
Koperasi berasal dari kata “ko”, yang artinya “bersama” dan “operasi” 
yaitu “bekerja”. Jadi dapat diartikan koperasi berarti sama-sama bekerja. 
Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan kerjasama dalam 
mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian 
memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama 
.(Hatta,2015)  
Definisi Koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 
dijelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas 
kekeluargaan.(Firdaus dan Agus,2002) 
Menurut Jochen Rocke dalam (Tyas,2014:9) menjelaskan bahwa Koperasi 
adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik atau anggtanya adalah juga 
pelanggan utama atau klien perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi 
merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dengan unit 
usaha lainnya. Prinsip identitas dari suatu koperasi adalah para pemilik dan 
pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama.  
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2.2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
2.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan 
entitas keuangan mikro syariah unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS 
dalam menjalankan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai 
lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni 
menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, 
Shodaqoh, dan Wakaf).  
Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang 
kegiatan usahanya meliputi simpanan dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, 
termasuk mengelola zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. 
Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan charity (sosialitas), namun sebagian KSPPS 
menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya 
bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus wakaf uang, dalam 
penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus 
dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk 
memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima 
manfaat). 
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Koperasi Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menerapkan 
prinsip syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. 
KSPPS juga merupakan lembaga keuangan atau bisnis yang serupa dengan 
koperasi atau lembaga swadaya masyarakat(Muhammad,2005:135). Lembaga ini 
sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpun dan penyaluran dana 
dari dan untuk masyarakat. 
Menurut Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah atau yang kini dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan bidang usahanya bergerak di 
pembiayaan, simpanan maupun investasi sesuai pola bagi hasil (syariah).  
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dapat disimpulkan 
sebagai koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan 
pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan 
wakaf. Lembaga ini secara konsepsional dilaksanakan dengan maksud 
menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya. Selain itu juga untuk 
membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat 
titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga 
yang pasti untung. 
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2.2.2 Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah meliputi: 
1. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah. 
2. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon 
anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pembiayaan 
berdasarkan akad qard, dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, 
istishna, mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak 
bertentangan. 
3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan 
pembiayaan syariah. 
2.2.3 Akad dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
a. Akad Mudharabah (bagi hasil) 
Perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha, setiap 
keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang 
disepakati, resiko kerugian ditanggung oleh pihak Koperasi Syariah 
kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian 
dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan 
penyalahgunaan. Bidang yang dilayani : Perbankan, jasa, perikanan, 
industri, usaha produktif yang halal.  
Jangka waktu, tata usaha, tata cara pengembalian dana dan 
pembagian keuntungan ditentukan oleh kedua belah pihak, biaya 
operasional dibebankan kepada mudharib (pengelola usaha / anggota), 
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menggunakan akad yang bersifat Amanah (Yad Al Amanah) saling 
percaya dan tidak ada ganti rugi, disepakati bersama dan tertuang dalam 
akad. 
b. Akad Musyarakah 
Akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan 
ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, 
sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 
c. Akad Murabahah (pembiayaan pengadaan / jual beli barang) 
Penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Koperasi Syariah akan 
membelikan barang yang dibutuhkan anggota dengan harga dinaikkan 
sesuai margin keuntungan yang ditetapkan koperasi, dan anggota dapat 
mengangsur barang tersebut sesuai kesepakatan, angsuran flat, pelunasan 
pembayaran angsuran tepat waktu atau lebih cepat dari jangka waktu yang 
telah disepakati, koperasi boleh memberikan potongan dari kewajiban 
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. 
Besar potongan sesuai kebijakan koperasi, anggota yang belum 
mampu membayar di sebabkan Force Majeur tidak boleh dikenakan 
sanksi, anggota yang mampu membayar namun menunda – nunda tidak 
mempunyai kemauan (itikad baik) maka akan dikenakan sanksi, dana yang 
berasal dari denda akan dimasukkan dalam dana sosial, jika anggota 
melakukan pelunasan tepat waktu maka koperasi boleh memberikan 
potongan dari kewajiban. 
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d. Akad Wadi’ah 
Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai 
barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk 
menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 
2.3. Penilaian Kesehatan Koperasi  
Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh 
koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah serta unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada 
setiap kantor maupun kantor cabang kspps dan uspps. 
Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menegah Nomor: 16/Per/M.KUKM/I?2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bahwa kesehatan KSPPS 
dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan, dan manajemen 
koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam 
pengawasan khusus. 
Untuk mewujudkan KSPPS dan USPPS yang dikelola secara profesional 
dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga diperlukannya 
penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit 
usaha pembiayaan syariah demi meningkatkan kepercayaan dan memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.  
Ruang lingkup penilaian KSPPS dan USPPS meliputi penilaian terhadap 
beberapa aspek sebagai berikut: 
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a. Aspek Permodalan 
Pada Aspek pertama penilaian koperasi adalah permodalan, penilaian ini 
dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yakni perbandingan modal 
sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).  Dalam Peraturan 
Menteri KUKM No.16 tahun 2015 menjelaskan bahwa modal sendiri KSPPS 
adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari 
sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama 
dengan simpanan wajib. 
Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur 
kemampuan KSPPS/USPPS koperasi dalam menghimpun modal sendiri 
dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS koperasi rasio ini 
dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Yang berarti bahwa 
KSPPS/USPPS koperasi elah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, 
untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS koperasi. 
Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) pada lembaga keuangan seperti 
KSPPS/USPPS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal 
(modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan 
rasio ini dimaksudkan agar pengelola KSPPS/USPPS koperasi melakukan 
pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam 
batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. 
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah 
lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. 
Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri 
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(modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal 
sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih dari 8% 
menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS koperasi semakin sehat. 
b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 
Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing 
yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan 
fungsinya. Aktiva yang produktif sering juga disebut earning asset (aktiva yang 
menghasilkan), karena penanaman dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat 
penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman 
dana, aktva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas. (Rosyada,2015) 
Aktiva produktif adalah kekayaan KSPPS/USPPS Koperasi yang 
mendatangkan penghasilan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif 
didasarkan pada tiga rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan 
bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio portofolio terhadap 
piutang berisiko dan pembiayan berisiko PAR (Portofolio Asset Risk), dan Rasio 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD). 
c. Aspek Manajemen  
Penilaian pada aspek manajemen KSPPS/USPPS meliputi beberapa 
komponen yakni manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, 
manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai kredit didasarkan 
kepada hasil penilaian atas jawaban aspek manajemen terhadap seluruh 
komponen. 
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d. Aspek Efisiensi 
Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio 
yakni Rasio biaya operasional terhadap pelayanan, Rasio aktiva tetap terhadap 
total asset, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio ini menggambarkan sampai 
seberapa besar KSPPS/USPPS koperasi mampu memberikan pelayanan yang 
efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.  
Sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi 
dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan 
pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas 
sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas 
koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh 
dari penghematan biaya pelayanan. 
e. Aspek Likuiditas  
Dalam usaha simpan pinjam, pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendek, baik untuk membayar penarikan dana 
simpanan anggota koperasi maupun kewajiban jangka pendek lainnya. (Sudarman 
dan Yasa, 2013) penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS koperasi 
dilaukan terhadap 2 (dua) rasio yaitu, Rasio kas dan Rasio pembiayaan. Kas dan 
bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan seperti uang tunai dan uang 
yang tersimpan di lembaga keuangan syariah lain. 
f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 
Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) 
rasio yaitu, Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian Operasional. 
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Rasio rentabiitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan 
total aset, sedang Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota 
dibandingkan total ekuitas, dan yang terakhir Rasio kemandirian operasional yaitu 
pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional. 
g. Aspek Jati Diri Koperasi  
 Penilaian aspek Jati diri koperasi dimaksudkan untuk megkur keberhasilan 
koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. 
Aspek penilaian didasarkan pada 2 rasio yakni, Rasio Promosi Ekonomi Anggota 
(PEA). Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi 
partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan 
simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. 
 Rasio Partisipasi Bruto, yaitu tingkat kemampuan koperasi dalam 
melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi 
bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa 
pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.  
h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah 
Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai 
kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 
(sepuluh) buah pertanyaan dengan bobot 10%, yang berarti untuk setiap jawaban 
positif 1 (satu) memperoleh nikai kredit bobot 1 (satu). 
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2.4. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah 
Penilaian aspek kepatuhan syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh 
mana prinsip syariah diterapkan / dipatuhi oleh Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah / Unit Usaha dan Pembiayaan Syariah Koperasi dalam 
melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.  
Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai 
kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 
(sepuluh) buah pertanyaan dengan bobot 10%, yang berarti untuk setiap jawaban 
positif 1 (satu) memperoleh nikai kredit bobot 1 (satu). 
2.4.1. Indikator Pengukuran Aspek Kepatuhan Syariah 
1 Akad Dilaksanakan Sesuai Tata Cara Syariah 
2 Penempatan Dana Pada Bank Syariah 
3 Adanya Dewan Pengawas Syariah 
4 Komposisi Modal Penyertaan dan Pembiayaan berasal dari LKS 
5 Pertemuan Kelompok yang Dihadiri Pengurus, Pengawas, DPS, Pengelola, 
Karyawan, Pendiri, Anggota Yang Diselenggarakan Secara Berkala 
6 KSPPS Memiliki Sertifikat Pengelolaan LKS 
7 Frekuensi Rapat DPS Untuk Membicarkan Pola Ketepatan Pembiayaan 
Yang Dijalankan Pengelola Dalam 1 Tahun 
8 Digunakan Pendekatan Syariah Dalam Mengatasi Pembiayan Bermasalah 
9 Meningkatnya Titipan ZIS Dari Anggota 
10 Meningakatnya Pemahaman Anggota Terhadap Keunggulan Sistem 
Syariah 
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Dengan perhitungan : 
 
Tabel 2.1 
Perhitungan Indikator Aspek Kepatuhan Syariah 
Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 
1 1  
2 2  
3 3  
4 4 0-2,50 = Tidak Patuh 
5 5 2,51-5,00 = Kurang Patuh 
6 6 5,01-7,50 = Cukup Patuh 
7 7 7,51-10,0 = Patuh 
8 8  
9 9  
10 10  
Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 
Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah yakni KSPPS Kospin Syariah Karanganyar, yang beralamatkan di Jl. 
Kapten Mulyadi No. 25, Karanganyar dan terfokuskan pada Kantor Cabang 
Harjosari di Jl. Lawu Timur Harjosari, Popongan, Karanganyar. Pelaksanaan 
penelitian dimulai pada bulan Januari 2018 dan dilanjutkan dari tahapan awal 
penyusunan proposal hingga akhir penyelesaian penelitian, Yakni bulan April – 
Selesai.  
3.2. Jenis Penelitian 
Berdasar latar belakang dan karakteristik masalah yang diteliti, maka 
penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 
yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subjek penelitian misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara 
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah 
(Moleong, 2004). 
Desain penelitian (research design) adalah rencana untuk pengumpulan, 
pengukuran, dan analisis data, berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi 
(Sekaran dan Bougie, 2017). Desain penelitian ini merupakan penelitian yang 
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bertipe field research (penelitian lapangan) dengan menjadikan data lapangan 
sebagai bahan acuan utama, karenanya penelitian ini dibutuhkan analisa yang 
komprehensif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada 
kajian analisis praktis terhadap penerapan Aspek Kepatuhan Syariah Pada KSPPS 
Kospin Syariah. 
3.3. Data dan Sumber Data 
Untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan, peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
3.3.1. Data Primer 
Data Primer (primary data) merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer 
secara khusus dikumpulka oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 
hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 
pengujian-pengujian (Indriantoro dan Supomo,2014). Data ini diperoleh peneliti 
melalui wawancara dengan Karyawan dan Dewan Pengawas Syariah Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin Syariah. 
3.3.2. Data Sekunder 
Data Sekunder (secondary data) merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat 
oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan 
dan tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo,2014). Data Sekunder dalam 
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penelitian ini berupa sumber pustaka, penelitian terdahulu, Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dll. Sedangkan data 
dokumentasi diperoleh melalui majalah, internet, dan buku-buku yang berkaitan 
dengan Aspek Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan 
berbagai macam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk 
mengumpulkan informasi di lokasi penelitian (John, 2015: 267). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Penelitian ini menggunakan tahap observasi kepada KSPPS Kospin 
Syariah Karanganyar dengan observasi maka akan diketahui sejauh mana 
penerapan Aspek Kepatuhan Syariah pada Koperasi syariah tersebut. 
Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan yang 
dimulai dengan mengidentifikasikan tempat yang hendak diteliti. Setelah 
tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan 
sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian (Semiawan, 
2010:38). 
Observasi awal dilakukan pada saat peneliti melakukan Praktek Pekerja 
Lapangan pada bulan Januari-Februari 2018 pada KSPPS Kospin Syariah 
Karanganyar, dan selanjutnya difokuskan untuk mengetahui penerapan Aspek 
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Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Kospin Syariah. 
Gambar 3.1 
Form Catatan Observasi 
  
 
Hari / Tanggal   : 
Waktu               : 
Tempat             : 
Catatan             : 
 
 
 
b. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara face to face yang hasilnya dituangkan 
dalam bentuk tulisan atau catatan lapangan yang telah disediakan oleh peneliti 
dalam bentuk form. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama berkaitan 
dengan tema kepada seluruh responden wawancara. Terdapat dua model 
pertanyaan yang akan diajukan yakni pertanyaan terstruktur dan tidak 
terstruktur. Pernyataan terstruktur merupakan pernyataan yang telah disiapkan 
oleh peneliti, sedangkan tidak terstruktur muncul secara spontan ketika 
wawancara sebagai pendalaman terhadap jawaban responden. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 
beberapa pegawai pada Koperasi Syariah dan juga perwakilan Dewan 
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Pengawas Syariah, wawancara inilah yang digunakan sebagai teknik untuk 
mendapatkan informasi sesuai dengan tema yang telah ditetapkan peneliti. 
Gambar 3.2 
Form Catatan Wawancara 
Hari/ Tanggal : 
Waktu : 
Tempat : 
 
 
1. 
Data Informasi 
Nama                 : 
TTL                          : 
Pendidikan Terakhir : 
Pekerjaan                 : 
Jenis Kelamin          : 
2. Hasil Wawancara      : 
 
3.5. Uji Validitas Data 
Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji validitas 
eksternal, validitas internal, reliabilitas dan objektifitas. Uji validitas merupakan 
ketetapan antara data yang terjadi pada tempat penelitian dengan data yang dapat 
dilaporkan oleh peneliti. Validitas internal berhubungan dengan desain penelitian 
dalam hasil yang diperoleh. Pada uji validitas internal tersebut terdapat beberapa 
cara pengujian yaitu salah satunya menggunakan triangulasi (Sugiyono, 2017). 
Triangulasi sendiri terdapat berbagai model yaitu: 
1) Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber digunakan untuk menguji sumber data dengan 
memastikan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau lebih dari 
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satu sumber (Sugiyono, 2017). Dengan adanya triangulasi sumber ini diharapkan 
suatu informasi yang diperoleh antara satu sumber dapat dipastikan dengan 
sumber lainnya. Dalam hal ini peneliti memastikan antara informasi yang 
diperoleh dari sumber satu dengan sumber yang lainnya. 
2) Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik digunakan untuk menguji data dengan cara memastikan 
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Apabila dari 
berbagai teknik dalam pengumpulan data diperoleh suatu informasi yang berbeda-
beda, maka peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 
yang bersangkutan atau dengan yang lainnya. Hal tersebut digunakan untuk 
memastikan bahwa data yang mana yang dianggap benar, sehingga dapat 
diperoleh data yang valid (Sugiyono, 2017). 
3) Triangulasi Waktu 
Triangulasi waktu mempengaruhi validitas data. Karena data yang 
dikumpulkan dalam waktu yang berbeda dapat menghasilkan suatu informasi 
yang berbeda pula. Oleh karena itu, pengujian validitas data dapat dilakukan 
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 
dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka 
harus dilakukan secara berulang-ulang sampai menemukan kepastian datanya. 
Sehingga akan memberikan data yang lebih valid (Sugiyono, 2017). 
Dalam mengambil data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Diharapkan dengan menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik, data yang didapatkan oleh peneliti lebih valid. 
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3.6. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan 
Spradley.  Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya 
sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan 
drawing/verification (Sugiyono, 2005:91). 
3.6.1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan selama data yang diperlukan belum cukup, 
jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan data dapat 
dihentikan. Langkah dalam pengumpulan data adalah: wawancara, observasi dan 
analisis dokumen. 
3.6.2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih dan memilah 
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan 
polanya. Data yang diperoleh dari proses wawancara dapat dipilah melalui coding 
dan tulisan ringkas. Selain itu, data-data yag tidak relevan dipisahkan dari data 
yang relevan supaya data yang akan digunakan dalam penelitian dalam penelitian 
benar-benar valid (Sugiyono, 2017). 
3.6.3. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan suatu informasi yang memberikan 
kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap 
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penyajian data bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam membaca dan 
memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 
apa yang telah dipahami serta dapat menarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). 
3.6.4. Penarikan Kesimpulan 
Kesimpulan dapat berupa kegiatan pengembangan ketelitian dalam satuan 
data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang 
relevan.Tahapan analisis data dilakukan setelah kegiatan awal pengumpulan data 
untuk memperoleh data selesai, maka reduksi data segera dilakukan dan 
dilanjutkan penyajian data, dengan penyajian data dapat dilakukan penarikan 
kesimpulan sementara mengingat proses pengumpulan data masih berlangsung. 
Apabila mendapatkan data baru maka kesalahan segera dapat diperbaiki dari data 
sebelumnya, pengumpulan data akan berjalan dan analisis tetap berjalan sampai 
seluruh data terkumpul dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum 
4.1.1. Sejarah  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
KOSPIN SYARIAH 
KSPPS "KOSPIN SYARIAH" sebagai lembaga keuangan berbentuk 
koperasi dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam 
keuntungan (profit) dan resiko (risk). Bersama-sama lembaga ekonomi syariah 
lainnya berusaha untuk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan 
transparan. KSPPS "KOSPIN SYARIAH" merupakan Lembaga Keuangan yang 
bergerak dibidang Simpan Pinjam berbentuk Koperasi. Dalam melaksanakan 
kegiataannya Lembaga ini menganut sistem syariah (Islamic Economic System) 
dimana dengan sistem yang diterapkan ini dapat memberi manfaat dan 
keuntungan bagi siapapun atau berbagai pihak yang terlibat dan bekerja sama 
dengan KSPPS KOSPIN SYARIAH secara adil, nyaman, aman dan transparan. 
Lembaga ini berdiri pada tahun 2004 dengan Badan Hukum No. 
465/BH/28.5.1/1/2004 tertanggal 19 Januari 2004 ditebitkan oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten 
Karanganyar. Dan terakhir lembaga ini telah mendapatkan ijin operasional di 
Daerah wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan SK Gurbernur Jawa Tengah 
melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah No. 
03/PAD/KDK.11/VI/2005. 
35 
 
 
KSPPS Kospin Syariah memiliki 5 produk simpanan yang pertama 
Simpanan Ummah yakni simpanan berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, 
dimana simpanan ini tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk 
bonus yang tidak diperjanjikan. Keuntungan dari simpanan ini adalah pokok 
simpanan tidak berkurang, Bagi hasil 2,5% per tahun, kedua Simpanan Haji yakni 
Simpanan yang menjadi motivator dalam merealisasikan niatan anggota untuk 
melakukan ibadah haji. Bagi hasil 4% per tahun, dan simpanan ini bisa 
dilimpahkan kepada orang lain. 
Selanjutnya yakni Simpanan Pendidikan yang merupakan Simpanan yang 
sangat cocok untuk sekolah atau lembaga pendidikan bagi hasil 5% per tahun., 
yang keempat Simpanan Hari Raya yang merupakan Simpanan yag dapat 
dimanfaatkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Simpanan ini dapat diambil 
satu bulan menjelang Hari Raya setelah mengendap minimal 6 (enam) bulan, bagi 
hasil 5% per tahun. Dan yang terakhir Simpanan Berjangka yang merupakan 
simpanan yang dapat diambil sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. 
Simpanan ini juga bisa digunakan sebagai jaminan dalam melakukan pembiayaan, 
bagi hasil (3 bulan 8%/tahun), (6 bulan 18%/tahun), 12 bulan (15%/tahun). 
Produk Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Mudharabah yakni 
pembiayaan untuk modal usaha, kedua, Pembiayaan Murobahah yang 
diperuntukkan bagi anggota yang ingin membeli atau membutuhkan barang, 
ketiga Pembiayaan ODS dengan proses cepat satu hari cair, dan terakhir 
Pembiayaan Qordul Hasan yang ditujukkan untuk kebajikan dengan pertimbangan 
sosial. 
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4.1.2. Profil KSPPS Kospin Syariah 
Nama    : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
(KSPPS) KOSPIN SYARIAH  
Alamat Kantor pusat : Jl. Kapten Mulyadi No. 25, Karanganyar  
    Telp. (0271) 495601, Fax. (0271) 495418 
Alamat Kantor cabang :   
a. Cabang Gemolong : Jl. Sukowati Km.01 Gemolong, Sragen. 
Telp. (0271) 6811672 
b. Cabang Sukoharjo : Jl. Veteran No. 52 Sukoharjo 
Telp. (0271) 590903 
c. Cabang Muntilan : Jl. Pemuda Barat Ngadiretno, Tamanagung, 
Muntilan 
Telp. (0293) 5816429  
d. Capem Harjosari : Jl. Lawu Timur Harjosari, Popongan, 
Karanganyar 
Telp. (0271) 495295 
e. Capem Matesih : Jl. Matesih – Tawangmangu, Karanganyar 
Telp. 08112959950 
f. Capem Tawangmangu : Jl. Srikaton Km. 01 Tawangmangu, 
Karanganyar 
Telp. (0271) 697201 
g. Capem Tawangsari : Jl. Raya Tawangsari Km. 01 Tawangsari, 
Sukoharjo 
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Telp. (0272) 881387 
h. Capem Jatipuro : Jl. Jatipuro – Jatiyoso, Karanganyar 
Telp. (0271) 7079843 
i. Capem Jumapolo : Jl. Jumapolo – Karanganyar Km. 01 Badran, 
Jumapolo,  Karanganyar 
Telp. 08112959558 
j. Capem Jumantono : Jl. Jokotarub Kakum, Jumantono, 
Karanganyar 
Telp. (0271) 4991604   
k. Capem Jambangan : Dsn.Jambangan, Ds.Plereng, Mojogedang, 
Karanganyar 
l. Capem Ngringo : Jl. Rusama, Puntukrejo, Ngringo, Jaten, 
Karanganyar 
Telp. 085728260601 
m. Capem Gondangrejo : Tuban, Gondangrejo, Karanganyar 
Telp. (0271) 249243 
4.1.3. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
(KSPPS) KOSPIN SYARIAH 
Visi :  
Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kokoh, tangguh, terpercaya, dan dapat 
meningkatksn kesejahteraan anggota serta menjadi jantung ekonomi umat. 
Misi :  
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Meningkatkan profesionalitas manajemen dan kinerja karyawan secara rutin dan 
berkesinambungan, selalu mengoptimalkan keterlibatan para anggota utamanya 
dalam hal pemupukan modal, melaksanakan efisiensi di segala bidang dalam 
rangka memperoleh keuntungan optimal sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan anggota, menjalankan fungsi sosial melalui Qordul Hasan dan 
lainnya. 
4.1.4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) KOSPIN SYARIAH 
Ketua   : Burhan Barid, S.T.,M.T. 
Sekertaris  : Slamet Kaelani 
Bendahara  : Umi Solikhah 
Pengawas Syariah : Sugiarso 
      Suryati Palupi, S.T. 
Pengawas Komite : Wawan 
     Siti Kusumawati 
     Betty Agustin 
Kepala Cabang : Heri Purwanto, S.kom 
Marketing Collecting : Wahyu Sri Astuti 
Marketing Funding : Megawati 
Customer Service : Laras Ayu 
Kasir   : Tira  
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4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1. Penerapan Indikator Aspek Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Kospin 
Syariah 
Dalam hasil penelitian melalui wawancara yang melibatkan Pegawai 
KSPPS Kospin Syariah dan juga kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
Wawancara ini peneliti lakukan untuk mengetahui seberapa jauh aspek kepatuhan 
syariah yang telah dilaksankan oleh KSPPS Kospin Syariah. Penilaian aspek 
kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah 
diterapkan atau dipatuhi oleh KSPPS dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai 
lembaga keuangan mikro syariah.  
Perhitungan kepatuhan prinsip syariah dianggap patuh apabila memiliki 
nilai positif minimal delapan. Berikut 10 Indikator dalam penilaian pada aspek 
Kepatuhan Syariah yang tertuang dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 
07/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah : 
1) Akad Dilaksanakan Sesuai Tata Cara Syariah 
Pelaksanaan akad dalam Simpanan dan Pembiayaan yang ada pada KSPPS 
Kospin Syariah adalah: 
Simpanan dimulai dari anggota memohon transaksi penyetoran dana baik 
melalui tabungan ataupun deposito mudharabah, kemudian anggota menyerahkan 
uang yang akan disetorkan kepada marketing. Marketing akan membuatkan slip 
rangkap dua, yang satu diserahkan kepada nasabah dan yang satunya diserahkan 
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kepada kasir sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, marketing menghitung 
perolehan dananya serta membuat laporan harian untuk diserhkan kepada kasir. 
Kasir mentransaksi seluruh slip dari marketing, serta menghitung uang.  
Selanjurnya, kasir membuat laporan PD per marketing. 
Untuk Pembiayaan dimulai dari anggota melakukan pengajuan kepada 
Kospin Syariah. Anggota menyiapkan dokumen pembiayaan yang terdiri atas 
formulir pengajuan, FC KK, FC KTP Suami Istri, FC Surat Nikah, FC Agunan. 
Selanjutnya nasabah menyerahkan dokumen pembiayaan tersebut ke Kospin yang 
akan diterima oleh marketing financing. Marketing financing akan mengecek 
kelengkapan dokumen sekaligus mempelajarinya. Apabila dokumen dianggap 
lengkap maka marketing financing membuat rencana survey keadaan nasabah. 
Marketing financing melakukaan survey lapangan terkait dengan keadaan 
nasabah. Hasil survey kemudian dinarasikan dalam bentuk dokumen hasil narasi, 
yang mana narasi hasil survey tersebut kemudiaan diserahkan kepada manajer 
bersama dengan dokumen pembiayaannya. Manajer akan mempelajari keduanya, 
dan melakukan rapat komite dengan marketing financing. Apabila hasil rapat 
komite menyetujui pemberian pembiayaan, maka manajer membuatkan slip 
berupa nominal pembiayaan, prosentase bagi hasil dan biaya-biaya terkait. Hasil 
komite dan slim selanjutnya diserahkan kepada kasir. 
Kasir selanjutnya menginput data nasabah pembiayaan, serta membuatkan 
kontrak atau akad. Akad akan dilakukan antara nasabah dengan manajer beserta 
dua orang saksi. Setelah akad di tandatangani, kasir mentransaksi slip yang dibuat 
41 
 
 
manajer, serta menyiapkan uang. Uang kemudian diserahkan kepada nasabah 
pembiayaan. 
Syarat Pengajuan Pembiayaan di KSPPS KOSPIN SYARIAH: 
• Menjadi anggota KSPPS Kospin Syariah 
• Foto copy KTP Suami/istri 
• Foto copy KK 
• Foto copy Surat Nikah 
• Foto copy Agunan yang dijaminkan (BPKB/Sertifikat) 
Analisa Pengajuan Pembiayaan: 
• Kepala Cabang / Marketing Landing melakukan analisa  
• Survey lapangan sesuai dengan prosedur 
• Mengisi form analisa dengan teliti dan komplit 
• Kepala Cabang menindaklanjuti hasil pengajuan (disetujui atau tidak 
disetujui) 
Kewenangan Pemberian Potongan Pelunasan : 
Yang harus dipertimbangkan saat pemberian keringanan antara lain : 
• Kelengkapan Adminitrasi, antara lain: pengikatan (legalitas) dan Akad 
(tanda tangan) 
• Nilai Agunan (Taxasi) 
• Lama macet dari akad – jatuh tempo  
• Jumlah margin (bahas) yang telah diterima Kospin 
• Jasa yang diberikan tidak boleh melebihi pokok 
• Proses pelunasan (keluarga, case) yang meninggal 
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• Pertimbangan penyelamatan aset / pembiayaan 
Misal : Tarik agunan dengan pelunasan pihak ke-3 
Hasil wawancara yang dilakuan kepada Dewan Pengawas Syariah terkait 
pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah beliau menjawab demikian: 
“Kalo Akad di Kospin sendiri kalo dibilang sudah syariah 100% saya kira 
belum mbak, karena kami masih perlu banyak perbaikan untuk menuju 
kesana, namun jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional 
tentu berbeda kami telah berusaha agar sistem di KSPPS kami walaupun 
belum 100% syariah setidaknya sudah berusaha ke arah sana daripada 
tidak sama sekali” (Wawancara 17/06/2019) 
 
Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Kepala Cabang KSPPS Kospin 
Syariah Cabang Harjosari  
“Akad Syariah di Kospin sendiri sebenarnya sebagian sudah sesuai dengan 
prinsip syariah mbak, seperti akad perjanjian di awal pembiayaan yang 
dimana di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan bagi anggota terkait 
pembiayaan yang dilakuan di Koperasi kami, bagaimana ketentuan 
potongan administrasi pada saat awal melakuan pembiayaan dan lain 
sebagainya, namun kalo dalam urusan pemberian pembiayaan kami belum 
bisa jika harus seperi ketentuan syariah yang telah ditetapkan misalnya 
pada pengajuan pembiayaan Mudharabah kan seharusnya jika ada 
kerugian bukan dari kesalahan pengelolaan harusnya kan yang nanggung 
koperasi, tapi jika itu diterapkan disini pasti nggak jalan mbak makanya 
ketentuan pembiayaan seperti itu belum bisa kami terapkan, jadi kami 
tetap akan menambah margin dari pokok pembiayaan dan nasabah akan 
diberi tahu berapa angsuran yang harus dibayarkan setiap 
bulannya”(Wawancara 27/05/2019) 
 
Dari penjelasan kedua informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
akad pembiayaan pada KSPPS Kospin Syariah jika dibilang sudah semuanya 
syariah tentu belum, dikarenakan prinsip-prinsip atau akad-akad syariah yang ada 
juga harus disesuaikan dengan kondisi apakah bisa digunakan ataupun tidak, 
namun pihak KSPPS Kospin Syariah sudah berusaha agar akad ataupun transaksi 
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yang ada pada Kospin sesuai dengan akad dan prinsip syariah karena mereka 
merupakan Lembaga Keuangan Syariah.  
2) Penempatan Dana Pada Bank Syariah 
Pertanyaan yang kedua adalah indikator yang kedua yakni mengenai 
penempatan dana yang ada pada KPPS Kospin Syariah yang pada peraturan 
menteri dijelaskan bahwa penempatan dana yang ada pada KSPPS seharusnya 
pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Pada saat peneliti bertanya pada 
Dewan Pengawas Syariah begini jawaban dari beliau: 
“Kalo penempatan dana kami sudah pada lembaga keuangan syariah, 
namun untuk penggajian karyawan, maupun untuk angsuran kami masih 
bekerja sama dengan lembaga keuangan konvensional seperti pada saat 
penggajian untuk karyawan kami masih bekerja sama dengan Bank 
Nasional Indonesia (BNI) sedangkan untuk para anggota yang sedang 
berada di luar kota kami menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
sebagai media yang bisa digunakan para anggota jika ingin mentransfer 
angsuran bulanan mereka.”(Wawancara 17/06/2019) 
 
Dari hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah dapat disimpulkan 
bahwa KSPPS Kospin Syariah masih menggunakan ataupun masih bekerja sama 
dengan lembaga keuangan konvensional, beliau menjelaskan alasan mengapa 
masih menggunakan Bank Konvensional dalam berbagai aktivitas di KSPPS 
Kospin karena menurut beliau Bank Konvensional lebih mudah ditemukan dan 
cakupannya juga sudah luas, seperti untuk anggota yang tidak dapat ke kantor 
karena sedang ada kesibukan ataupun sedang berada di luar kota bisa transfer 
melalui Bank BRI karena dianggap Bank BRI lebih mudah ditemuukan baik 
ATM, maupun kantor cabangnya. Sedikit berbeda jawaban dengan Dewan 
Pengawas Syariah mengenai penempatan dana pada Bank Syariah begini jawaban 
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Front Office dari KSPPS Kospin Syariah Kantor Cabang Harjosari, berikut 
jawaban informan: 
“Kalo untuk penempatan dana di Lembaga Keuangan Syariah kalau untuk 
gaji kami setiap bulan KSPPS Kospin bekerja sama dengan Bank BNI 
mbak jadi untuk rekening, ATM gaji kami transferannya melalui Bank 
BNI, kalau ada nasabah yang ingin mengangsur kami juga menyarankan 
untuk transfer melalui rekening kami di Bank BRI, Kalau setiap harinya 
KSPPS Kospin Syariah Harjosari sendiri jika transaksi hari ini sudah 
cukup besar kami juga menyimpan dana kami di Bank BRI, jadi setiap 
dana yang masuk sudah lumayan banyak akan kami masukkan ke dalam 
rekening kami di Bank BRI” (Wawancara 27/06/2019) 
 
Pernyataan informan II yang bekerja sebagai Customer Service pada 
KSPPS Kospin Cabang Harjosari sedikit berbeda dengan apa yang telah 
dipaparkan oleh Dewan Pengawas Syariah pada segi penempatan dana jika 
Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa penempatan dana sudah pada 
Lembaga Keuangan Syariah, praktiknya pada KSPPS Kospin Syariah Cabang 
Harjosari penempatan atau penyimpanan dana masih menggunakan Lembaga 
Keuangan Konvensional, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurut 
pengalaman peneliti yang telah melakukan Praktek Kerja Lapangan selama 
sebulan pada KSPPS Kospin Syariah memang penempatan dana yang dilakukan 
Kospin Syariah adalah pada Bank BRI sebab peneliti sempat diajak oleh 
Customer Service pada saat akan jam pulang kerja terlebih dahulu menyimpankan 
uang ke Bank BRI karena letak Kantor Cabang Bank BRI yang lumayan dekat 
dengan Kantor Kospin Syariah dan Kospin pun juga memiliki rekenin di bank 
tersebut mungkin itu menjadi alasan mengapa penempatan dana dilakukan pada 
Bank Rakyat Indonesia (BRI). 
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3) Adanya Dewan Pengawas Syariah 
Pada KSPPS Kospin Syariah telah memiliki 2 Dewan Pengawas Syariah 
yakni Bapak Sugiarso, dan juga Ibu Suryati Palupi, ST yang sekaligus peneliti 
jadikan informan pada penulisan skripsi ini. Menurut pemaparan Ibu Suryati 
Palupi,ST pada KSPPS Kospin Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang 
berasal dari karyawan KSPPS Kospin yang telah mengikuti ujian dan dinyatakan 
lulus serta mendapatkan sertifikat dari DSN MUI. Saat peneliti mengajukan 
pertanyaan mengenai hal tersebut begini penuturan informan: 
“Kalo Dewan Pengawas Syariah di Kospin ada mbak kebetulan ada 2 saya 
dan Pak Sugiarso, awalnya saya mendapatkan surat untuk mengikuti ujian 
menjadi Dewan Pengawas Syariah dari kantor, lalu saya mengikuti ujian 
tersebut di Semarang kira-kira 3 hari diikuti sekitar 40-50 an peserta dan 
peserta yang lulus sebanyak 25 peserta, dan alhamdulilah saya lulus jadi 
setelah itu saya menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di KSPPS 
Kospin Syariah hingga sekarang ini mbak.”(Wawancara 17/06/2019) 
 
4) Komposisi Modal Penyertaan dan Pembiayaan berasal dari LKS 
Komposisi Modal pada KSPPS Kospin Syariah awalnya berasal dari 
anggota lalu akan dialokasikan untuk kebutuhan di KSPPS Kospin Syariah, 
sedang pada setiap Kantor Cabang yang ada di KSPPS Kospin Syariah setiap 
bulan mereka mengangsur kepada Kantor Cabang modal awal dari kantor cabang 
tersebut jadi mekanismenya seperti setiap kantor cabang diberikan modal dari 
pusat untuk pengelolaan dan kebutuhan koperasi mereka namun setiap bulan 
mereka harus membayar atau mencicil modal mereka itu ke kantor pusat. Saat 
kami bertanya kepada Ibu Suryati Palupi, ST begini jawaban beliau: 
“Kalo komposisi modal awal kami berasal dari anggota mbak, kalo 
penyertaan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah kami belum 
lakukan” (Wawancara 19/06/2019) 
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Selain pada Ibu Suryati Palupi, ST untuk memberikan jawaban yang lebih lengkap 
lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Cabang KSPPS Kospin 
Syariah Cabang Harjosari Bapak Heri Purwanto, hasil wawancara dengan Bapak 
Heri sebagai berikut: 
“Kalo penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Syariah sepertinya 
belum ada mbak, tapi kalo modal dari kantor cabang seperti di Kantor 
Cabang Harjosari ini berasal dari Kantor Pusat yang awalnya modal yang 
berasal dari para anggota, namun setiap kantor cabang berkewajiban 
membayar setiap bulannya ke kantor cabang modal awal tersebut, jadi kita 
kaya dikasih pinjaman gitu mbak dari pusat nanti kita kelola dalam bentuk 
pembiayaan dan lain sebagainya namun kita juga harus mengembalikan 
setiap bulannya”(Wawancara 27/06/2019) 
 
Dari penjelasan kedua informan dapat disimpulkan bahwa KSPPS Kospin 
Syariah belum ada komposisi modal penyertaan dan pembiayaan yang berasal dari 
Lembaga Keuangan Syariah, penjelasan yang dipaparkan informan justru terkait 
modal awal yang diterima koperasi dan ketika peneliti menjelaskan para informan 
juga berpendapat bahwa belum ada penyertaan modal dari lembaga keuangan 
syariah.  
5) Pertemuan Kelompok yang Dihadiri Pengurus, Pengawas, DPS, 
Pengelola, Karyawan, Pendiri, Anggota Yang Diselenggarakan 
Secara Berkala. 
Pertemuan rutin yang diadakan pihak KSPPS Kospin Syariah dilakukan 
satu bulan sekali biasanya dihadiri oleh pihak Manajemen dari KSPPS Kospin 
juga perwakilan dari setiap kepala cabang dari setiap kantor cabang, jika ada 
keperluan yang akan dibahas lagi atau ada masalah yang perlu dirapatkan maka 
akan diberitahukan kembali, jadi selain rapat rutin sebulan sekali diadakan juga 
rapat secara kondisional tergantung dengan ada atau tidak yang akan dibahas oleh 
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pihak manajemen. Berikut wawancara dari Dewan Pengawas Syariah mengenai 
hal tersebut: 
“Di Kospin biasanya rapat yang dilakukan pihak manajemen sebulan 
sekali mbak, nanti kepala cabang atau jika sedang berhalangan karyawan 
lain yang mewakili akan berkumpul di Kantor Pusat untuk melaksanakan 
rapat setiap bulannya, nanti disana dibahas apa kebijakan baru yang telah 
dibuat atau disepakati untuk selanjutnya diterapkan di setiap kantor 
KSPPS Kospin Syariah di setiap cabang” (Wawancara 19/06/2019) 
 
Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kepala Cabang KSPPS 
Kospin Syariah Cabang Harjosari, begini hasil wawancara peneliti: 
“Kalo untuk rapat ke kantor pusat biasanya sebulan sekali mbak yang 
rutinnya, namun jika ada sesuatu yang harus dibahas oleh kantor ataupun 
ada kebijakan baru yang akan diterapkan, maka rapat itu waktunya 
kondisional saja jadi jika ada yang akan dibahas maka akan diadakan 
rapat, namun yang rutin yang sebulan sekali itu mbak.”(Wawancara 
27/06/2019) 
 
6) KSPPS Memiliki Sertifikat Pengelolaan LKS.  
KSPPS Kospin Syariah berdiri pada tahun 2004 dengan Badan Hukum 
No. 465/BH/28.5.1/1/2004 tertanggal 19 Januari 2004 ditebitkan oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten 
Karanganyar. Dan terakhir lembaga ini telah mendapatkan ijin operasional di 
Daerah wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan SK Gurbernur Jawa Tengah 
melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah No. 
03/PAD/KDK.11/VI/2005. 
7) Frekuensi Rapat DPS Untuk Membicarkan Pola Ketepatan 
Pembiayaan Yang Dijalankan Pengelola Dalam 1 Tahun. 
Frekuensi rapat yang dilakukan Dewan Pengawas syariah untuk 
membicarakan pola ketetapan syariah secara khusus pada KSPPS Kospin Syariah 
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sendiri tidak ada, hanya saat ada rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syariah para anggota DPS dan pihak manajemen akan membicarakan terkait 
masalah-masalah atau mengevaluasi sistem yang ada (Wawancara 19/06/2019)  
8) Digunakan Pendekatan Syariah Dalam Mengatasi Pembiayan 
Bermasalah. 
Penyelesaian piutang bagi anggota yang tidak mampu bayar pada KSPPS Kospin 
Syariah: 
• Agunan dijual oleh anggota kepada koperasi dengan harga kesepakatan 
• Anggota melunasi hutang kepada koperasi dari hasil penjualan 
• Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka koperasi 
mengembalikan sisanya kepada anggota 
• Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap 
menjadi hutang anggota  
• Apabila anggota tidak mampu membayar sisa hutangnya maka koperasi 
dapat membebaskannya. 
Namun sejauh ini KSPPS Kospin Syariah dalam penyelesaian pembiayaan 
bermasalah diselesaikan secara kekeluargaan pada setiap pembiayaan yang 
mengalami permasalahan, setiap bulannya anggota yang belum mengangsur akan 
diberikan pesan melalui sms untuk mengingatkan bahwa angsurannya sudah harus 
dibayarkan pada setiap bulannya, jika anggota tidak menghiraukan pesan dari 
KSPPS Kospin Syariah maka biasanya Marketing Collecting akan mendatangi 
kediaman anggota untuk meminta penjelasan mengapa angsurannya terlambat lalu 
menanyakan kapan nasabah akan melakukan pembayaran jika dalam waktu yang 
49 
 
 
nasabah belum juga melakukan angsuran yang tertunggak maka akan dilakukan 
pembicaraan antara anggota dan pihak KSPPS bagaimana jalan yang paling baik.  
Selama ini semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena biasanya 
pembiayaan yang dilakukan para anggota pada KSPPS Kospin tidak terlalu besar 
jadi pihak Kospin akan mencari jalan yang terbaik agar tunggakan itu dapat 
diselesaikan tanpa harus melelang jaminan yang telah dijaminkan oleh anggota. 
Begini jawaban Marketing Collecting  mengenai cara mengatasi pembiayaan yang 
bermasalah: 
“Jika ada pembiayaan yang macet atau bermasalah biasanya kita hubungi 
dulu, lalu ditanyakan mengapa belum dapat mengangsur jika anggota 
menjanjikan akan mengangsur pada tanggal tertentu akan kami tunggu 
dulu sampai tanggal tersebut, namun jika tetap tidak mengangsur akan 
kami tanyakan lagi bagaimana kelanjutannya dan akan kami carikan jalan 
keluarnya”(Wawancara 27/06/2019) 
 
Jawaban yang kurang lebih serupa juga disampaikan oleh Dewan Pengawas 
Syariah beliau menjelaskan: 
“Kalau ada pembiayaan bermasalah kita usahakan secara kekeluargaan mbak, 
karena pembiayaan di KSPPS Kospin Syariah kan juga tidak banyak, tidak 
sebanyak yang ada pada Bank Syariah jadi sayang masak misal Pinjaman 
sejumlah 20juta harus melelang rumah, jadi tetap kami usahakan dulu 
bagaimana cara terbaik, tapi sejauh ini semuanya bisa sih mbak diselesaikan 
secara kekeluargaan.” (Wawancara 19/06/2019) 
 
9) Meningkatnya Titipan ZIS Dari Anggota. 
KSPPS Kospin Syariah tidak mengelola lembaga zakat jadi tidak ada 
titipan dana ZIS yang dititipkan para anggota, namun pada KSPPS Kospin 
Syariah menyisihkan sebagian hasil dari keuntungan pengelolaannya untuk 
disalurkan kepada pihak yang membutuhkan ataupun yang berhak menerima, 
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namun itu sifatnya Kondisional jadi tidak selalu dikeluarkan secara rutin. Seperti 
penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut: 
“Kalau lembaga Amil Zakat di Kospin si tidak ada mbak kospin tidak 
memiliki lembaga khusus yang menyimpan titipan zakat dari para anggota, 
namun jika zakat sendiri KSPPS Kospin Syariah sendiri menyalurkan 
sebagian keuntungan kami untuk pihak-pihak yang kami rasa membutuhkan, 
jadi jika ada saja kami salurkan jika tidak juga tidak jadi tidak pasti kapan 
dikeluarkanya, namun jika anggaran kami ada dana anggaran untuk hal 
tersebut.” (Wawancara 19/06/2019) 
 
Sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah Kepala 
Cabang KSPPS Kospin Syariah Cabang Harjosari juga mengatakan hal serupa, 
berikut hasil wawancara peneliti: 
“Kalau lembaga Zakat di Kospin tidak ada mbak, karena di kospin tidak 
mendirikan lembaga zakat secara khusus, namun setiap akan lebaran pihak 
kospin dari perwakilan kantor pusat, beberapa orang akan membagikan 
zakat fitrah yang kami bagikan kepada pihak yang 
membutuhkan”(Wawacara 27/05/2019) 
 
10) Meningakatnya Pemahaman Anggota Terhadap Keunggulan Sistem 
Syariah. 
Peningkatan pemahaman anggota mengenai keunggulan sistem syariah 
sendiri hanya dilakukan KSPPS Kospin Syariah pada awal anggota melakukan 
simpanan dan pembiayaan saja, seperti pada saat akad pembiayaan dilakukan 
disana Customer Service akan menjelaskan bagaimana saja sistem syariah atau 
aturan pembiayaan yang digunakan begitu juga pada anggota yang akan 
menyimpan dananya pada KSPPS Kospin Syariah Customer Service juga 
menjelaskan bahas yang diberikan dan lain sebagainya, jadi tidak ada hal-hal 
setelahnya yang dilakukan oleh koperasi untuk meningkatkan pemahaman 
anggota mengenai keunggulan sistem Syariah. (wawancara 27/05/2019) 
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4.2.2. Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Kospin Syariah  
Penilaian pada aspek syariah ini dilakukan dengan perhitungan nilai kredit 
yang didasari pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 buah 
indikator pertanyaan yang telah ditanyakan peneliti dengan masing-masing 
berbobot 10% perpertanyaan yang berarti untuk setiap jawaban positif 1 
memperoleh nilai kredit bobot 1.  
Tabel 4.1 
Perhitungan Indikator Aspek Kepatuhan Syariah 
Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 
1 1  
2 2  
3 3  
4 4 0-2,50 = Tidak Patuh 
5 5 2,51-5,00 = Kurang Patuh 
6 6 5,01-7,50 = Cukup Patuh 
7 7 7,51-10,0 = Patuh 
8 8  
9 9  
10 10  
Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 
Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah. 
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Tabel 4.2 
Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Kospin Syariah 
No Indikator Tidak 
Patuh 
Kurang 
Patuh 
Cukup 
Patuh 
Patuh 
1 Akad Dilaksanakan Sesuai Tata 
Cara Syariah 
- - v - 
2 Penempatan Dana Pada Bank 
Syariah 
v - - - 
3 Adanya Dewan Pengawas 
Syariah 
- - - v 
4 Komposisi Modal Penyertaan 
dan Pembiayaan berasal dari 
LKS 
v - - - 
5 Pertemuan Kelompok yang 
Dihadiri Pengurus, Pengawas, 
DPS, Pengelola, Karyawan, 
Pendiri, Anggota Yang 
Diselenggarakan Secara Berkala 
- - - v 
6 KSPPS Memiliki Sertifikat 
Pengelolaan LKS 
- - - v 
7 Frekuensi Rapat DPS Untuk 
Membicarkan Pola Ketepatan 
Pembiayaan Yang Dijalankan 
Pengelola Dalam 1 Tahun 
- - v - 
8 Digunakan Pendekatan Syariah 
Dalam Mengatasi Pembiayan 
Bermasalah 
- - - v 
9 Meningkatnya Titipan ZIS Dari 
Anggota 
v - - - 
10 Meningakatnya Pemahaman 
Anggota Terhadap Keunggulan 
Sistem Syariah 
v - - - 
 Jumlah 4 - 2 4 
Sumber: Data diolah 
Pada indikator pertama yakni Akad Dilaksanakan Sesuai Tata Cara 
Syariah pada KSPPS Kospin Syariah berada dalamkategori Cukup patuh karena 
pelaksanaan akad-akad yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah 
yaitu misalnya pada pengajuan pembiayaan Mudharabah kan seharusnya jika ada 
53 
 
 
kerugian bukan dari kesalahan pengelolaan harusnya kan yang nanggung 
koperasi, tapi jika itu diterapkan di Kospin belum dapat berjalan.. untuk itu  
ketentuan pembiayaan seperti itu belum bisa di terapkan, jadi Kospin tetap akan 
menambah margin dari pokok pembiayaan dan nasabah akan diberi tahu berapa 
angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. 
Indikator yang kedua, yakni Penempatan Dana Pada Bank Syariah KSPPS 
Kospin Syariah masuk dalam  kategori tidak patuh dikarenakan Kospin Syariah 
masih menyimpan dananya pada Bank Konvensional, dalam menggaji karyawan 
juga masih menggunakan Bank Konvensional yakni Bank BNI serta anggota yang 
akan mengangsur jika berada di luar kota jika akan mengangsur juga melalui 
Bank Konvensional yakni Bank BRI. 
Indikator yang ketiga yaitu Adanya Dewan Pengawas Syariah pada 
Kospin Syariah sendiri dalam kategori patuh sebab Dewan Pengawas Syariah 
pada Kospin Syariah  berasal dari karyawan KSPPS Kospin yang telah mengikuti 
ujian dan dinyatakan lulus serta mendapatkan sertifikat dari DSN MUI. 
Indikator selanjutnya yang keempat yakni Komposisi Modal Penyertaan 
dan Pembiayaan berasal dari LKS dalamkategori Tidak Patuh dikarenakan 
Komposisi Modal pada KSPPS Kospin Syariah awalnya berasal dari anggota lalu 
akan dialokasikan untuk kebutuhan di KSPPS Kospin Syariah, sedang pada setiap 
Kantor Cabang yang ada di KSPPS Kospin Syariah setiap bulan mereka 
mengangsur kepada Kantor Cabang modal awal dari kantor cabang tersebut jadi 
mekanismenya seperti setiap kantor cabang diberikan modal dari pusat untuk 
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pengelolaan dan kebutuhan koperasi mereka namun setiap bulan mereka harus 
membayar atau mencicil modal mereka itu ke kantor pusat. 
Indikator kelima yakni Pertemuan Kelompok yang Dihadiri Pengurus, 
Pengawas, DPS, Pengelola, Karyawan, Pendiri, Anggota Yang Diselenggarakan 
Secara Berkala. Pada Kospin Syariah dalam kategori patuh Pertemuan rutin yang 
diadakan pihak KSPPS Kospin Syariah dilakukan satu bulan sekali biasanya 
dihadiri oleh pihak Manajemen dari KSPPS Kospin juga perwakilan dari setiap 
kepala cabang dari setiap kantor cabang, jika ada keperluan yang akan dibahas 
lagi atau ada masalah yang perlu dirapatkan maka akan diberitahukan kembali, 
jadi selain rapat rutin sebulan sekali diadakan juga rapat secara kondisional 
tergantung dengan ada atau tidak yang akan dibahas oleh pihak manajemen. 
Indikator keenam, KSPPS Memiliki Sertifikat Pengelolaan LKS pada 
Kospin Syariah dalam kategori Patuh dikarenakan KSPPS Kospin Syariah berdiri 
pada tahun 2004 dengan Badan Hukum No. 465/BH/28.5.1/1/2004 tertanggal 19 
Januari 2004 ditebitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman 
Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar. Dan terakhir lembaga ini telah 
mendapatkan ijin operasional di Daerah wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan 
SK Gurbernur Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa 
Tengah No. 03/PAD/KDK.11/VI/2005. 
Indikator ketujuh, Frekuensi Rapat DPS Untuk Membicarkan Pola 
Ketepatan Pembiayaan Yang Dijalankan Pengelola Dalam 1 Tahun dalamkategori 
cukup patuh, dikarenakan Frekuensi rapat yang dilakukan Dewan Pengawas 
syariah untuk membicarakan pola ketetapan syariah secara khusus pada KSPPS 
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Kospin Syariah sendiri tidak ada, hanya saat ada rapat yang dilakukan oleh 
Dewan Pengawas Syariah para anggota DPS dan pihak manajemen akan 
membicarakan terkait masalah-masalah atau mengevaluasi sistem yang ada 
Indikator ke delapan, Digunakan Pendekatan Syariah Dalam Mengatasi 
Pembiayan Bermasalah Kospin berada dalam kategori Patuh sebab Selama ini 
semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena biasanya pembiayaan yang 
dilakukan para anggota pada KSPPS Kospin tidak terlalu besar jadi pihak Kospin 
akan mencari jalan yang terbaik agar tunggakan itu dapat diselesaikan tanpa harus 
melelang jaminan yang telah dijaminkan oleh anggota. 
Indikator ke sembilan, Meningkatnya Titipan ZIS Dari Anggota Kospin 
dalam kategori tidak patuh, dikarenakan KSPPS Kospin Syariah tidak mengelola 
lembaga zakat jadi tidak ada titipan dana ZIS yang dititipkan para anggota, namun 
pada KSPPS Kospin Syariah menyisihkan sebagian hasil dari keuntungan 
pengelolaannya untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan ataupun yang 
berhak menerima, namun itu sifatnya Kondisional jadi tidak selalu dikeluarkan 
secara rutin. 
Indikator kesepuluh yakni, Meningakatnya Pemahaman Anggota Terhadap 
Keunggulan Sistem Syariah dalam kategori tidak patuh dikarenakan Peningkatan 
pemahaman anggota mengenai keunggulan sistem syariah sendiri hanya dilakukan 
KSPPS Kospin Syariah pada awal anggota melakukan simpanan dan pembiayaan 
saja, seperti pada saat akad pembiayaan dilakukan disana Customer Service akan 
menjelaskan bagaimana saja sistem syariah atau aturan pembiayaan yang 
digunakan begitu juga pada anggota yang akan menyimpan dananya pada KSPPS 
56 
 
 
Kospin Syariah Customer Service juga menjelaskan bahas yang diberikan dan lain 
sebagainya, jadi tidak ada hal-hal setelahnya yang dilakukan oleh koperasi untuk 
meningkatkan pemahaman anggota mengenai keunggulan sistem Syariah. 
Berdasar  jawaban dari beberapa informan yang peneliti wawancarai dapat 
disimpulkan bahwa KSPPS Kospin Syariah dalam menerapkan indikator dalam 
prinsip kepatuhan syariah mendapatkan nilai positif 6 dan negatif 4 berdasarkan 
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Republik Indonesia Nomor 07/PER/DEP.6/IV2016 Tentang Pedoman 
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dijelaskan 
bahwa nilai positif 6 masuk dalam kategori Cukup Patuh. 
Mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan Variyetmi Wira 
dan Gustati yang melakukan penelitian kesehatan koperasi pada Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah di kota Padang dijelaskan bahwa baru 47% yang 
telah menerapkan prinsip syariah, sisanya 53% belum menerapkan prinsip syariah 
sepenuhnya. Yang paling sering dilakukan adalah KSPPS di Kota Padang masih 
menggunakan prinsip konvensional dalam lini operasionalnya.  
Hersebut tidak jauh beda dengan KSPPS Kospin hanya saja jika di Kospin 
operasionalnya sudah menerapkan prinsip syariah meskipun belum sepenuhnya, 
karena hal-hal tersebut menurut pihak kospin juga harus disesuaikan dengan 
kondisi dan juga kebutuhan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
  Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui jawaban 
dari rumusan masalah yang telah disampaikan penulis, dapat diambil kesimpulan 
bahwa:  
1. Pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah yang dilaksanakan KSPPS Kospin 
Syariah yang diukur dengan 10 indikator yang tertuang dalam Peraturan 
Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Republik Indonesia Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang 
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah beberapa telah diterapkan dengan baik namun beberapa pula 
masih belum sepenuhnya bisa diterapkan. Indikator yang sudah diterapkan 
oleh KSPPS Kospin Syariah adalah pertama, akad yang sudah sesuai 
dengan tata cara syariah kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah ketiga, 
pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, DPS, pengelola, 
karyawan, pendiri, anggota yang diselenggarakan secara berkala keempat, 
KSPPS memiliki sertifikat pengelolaan LKS kelima, rapat DPS untuk 
membicarakan ketepatan pembiayaan yang dijalankan dan yang keenam, 
menggunakan pendekatan syariah dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah. Sedangkan indikator yang belum diterapkan pada KSPPS 
Kospin Syariah pertama, penempatan dana pada bank syariah kedua, 
komposisi modal penyertaan dan pembiayaan yang berasal dari LKS 
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ketiga,meningkatnya titipan ZIS dan yang keempat, meningkatnya 
pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah. 
2. Tingkat kepatuhan syariah yang ada pada KSPPS Kospin Syariah sendiri 
pada  nilai 6 untuk indikator yang telah dilaksanakan dan masuk dalam 
kategori cukup patuh. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sehubungan dengan tingkat 
kepatuhan syariah pada KSPPS Kospin Syariah dan mengacu pada kesimpulan 
tiap indikator yang sebagian besar sudah cukup patuh, maka saran yang dapat 
diberikan pada KSPPS Kospin Syariah adalah untuk lebih memperbaiki lagi 
indikator-indikator yang sudah diterapkan dan juga berusaha tetap memperbaiki 
indikator yang belum bisa diterapkan. Karena KSPPS termasuk Lembaga 
Keuangan Syariah seharusnya setiap lini operasionalnya juga mengacu pada 
standar syariah yang telah ditetapkan. 
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Lampiran 1: Jadwal Penelitian 
 
No 
Bulan Oktober Nov Jan Feb Mei Juli  Agus Sept 
Kegiatan                                 
1 Penyusunan 
Proposal 
 
X X X X X X X X X X X X X X X                  
2 Konsultasi    X X X   X   X   X                  
3 Revisi 
Proposal 
 
                 X X              
4 Pengumpula
n Data 
 
                  X X X X           
5 Analisis 
Data 
 
                      X X         
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
 
                       X         
7 Pendaftaran 
Munaqasah 
 
                       X         
8 Munaqasah                          X       
9 Revisi 
Skripsi 
 
                          X X     
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara 
PERTANYAAN 
TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH PADA KSPPS KOSPIN SYARIAH 
 
No Tujuan Pertanyaan Umum Sub. Pertanyaan Informan 
1. Untuk 
mengetahui 
Sejarah KSPPS 
Sejarah KSPPS a. Bagaimana sejarah 
berdirinya KSPPS ini? 
b. Sudah berapa cabang 
yang dimiliki oleh 
KSPPS ini? 
c. Bagaimana struktur 
organisasi pada KSPPS 
ini? 
Manager 
KSPPS 
2. Untuk 
mengetahui 
tingkat 
kepatuhan 
syariah pada 
KSPPS Kospin 
Syariah 
Pelaksanaan tingkat 
kepatuhan syariah 
sesuai Peraturan Deputi 
Bidang Pengawasan 
Kementrian Koperasi 
dan Usaha Kecil 
Menengah Republik 
Indonesia Nomor 
07/PER/DEP.6/IV/201
6 Tentang Pedoman 
Penilaian Kesehatan 
Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan 
Syariah 
a. Apakah kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah 
sudah sesuai dengan 
prinsip syariah? 
b. Dimana penempatan 
dana pada KSPPS? 
c. Apakah KSPPS 
memiliki Dewan 
Pengawas Syariah? 
d. Bagaimana komposisi 
modal pada KSPPS? 
e. Apakah KSPPS  
melaksanakan 
pertemuan kelompok 
secara rutin? 
f. Adakah sertifikat 
pengelolaan LKS yang 
dikeluarkan pihak yang 
berkompeten? 
g. Berapa frekuensi rapat 
yang dilakukan Dewan 
Pengawas Syariah? 
h. Bagaimana KSPPS saat 
menangani pembiayaan 
bermasalah? 
i. Bagaimana titipan ZIS 
yang ada? 
j. Bagaimana partisipasi 
mudharib pada KSPPS? 
Karyawan 
dan DPS 
pada KSPPS 
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Lampiran 3: Form Wawancara 
 
Form Catatan Wawancara 1 
Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2019 
Waktu  : 10.00 WIB 
Tempat/lokasi : KSPPS Kospin Syariah 
Data Informan 
Nama : Ibu Suryati Palupi, S.T. 
Jabatan : Dewan Pengawas Syariah 
 
Hasil Wawancara: 
Akad yang telah diterapkan pada KSPPS Kospin Syariah masih perlu banyak 
perbaikan untuk menuju kesana, namun jika dibandingkan dengan lembaga 
keuangan konvensional tentu berbeda KSPPS telah berusaha agar sistem di 
KSPPS walaupun belum 100% syariah setidaknya sudah berusaha ke arah sana 
daripada tidak sama sekali.  
penempatan dana kspps sudah pada lembaga keuangan syariah, namun untuk 
penggajian karyawan, maupun untuk angsuran kami masih bekerja sama dengan 
lembaga keuangan konvensional seperti pada saat penggajian untuk karyawan 
kami masih bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) sedangkan 
untuk para anggota yang sedang berada di luar kota kami menggunakan Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) sebagai media yang bisa digunakan para anggota jika 
ingin mentransfer angsuran bulanan mereka. 
Dewan Pengawas Syariah di Kospin ada 2, awalnya beliau  mendapatkan surat 
untuk mengikuti ujian menjadi Dewan Pengawas Syariah dari kantor, lalu saya 
mengikuti ujian tersebut di Semarang kira-kira 3 hari diikuti sekitar 40-50 an 
peserta dan peserta yang lulus sebanyak 25 peserta, dan setelah  lulus menjabat 
sebagai Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Kospin Syariah hingga sekarang 
ini. 
Kalo komposisi modal awal kami berasal dari anggota mbak, kalo penyertaan 
pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah belum di lakukan, Di Kospin 
biasanya rapat yang dilakukan pihak manajemen sebulan sekali, nanti kepala 
cabang atau jika sedang berhalangan karyawan lain yang mewakili akan 
berkumpul di Kantor Pusat untuk melaksanakan rapat setiap bulannya, nanti 
disana dibahas apa kebijakan baru yang telah dibuat atau disepakati untuk 
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selanjutnya diterapkan di setiap kantor KSPPS Kospin Syariah di setiap cabang 
Frekuensi rapat yang dilakukan Dewan Pengawas syariah untuk membicarakan 
pola ketetapan syariah secara khusus pada KSPPS Kospin Syariah sendiri tidak 
ada, hanya saat ada rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah para 
anggota DPS dan pihak manajemen akan membicarakan terkait masalah-
masalah atau mengevaluasi sistem yang ada 
Jika ada pembiayaan yang bermasalah maka sebisa mungkin KSPPS akan 
menyelesaikan secara kekeluargaan, Kalau lembaga Amil Zakat di Kospin tidak 
ada, kospin tidak memiliki lembaga khusus yang menyimpan titipan zakat dari 
para anggota, namun jika zakat sendiri KSPPS Kospin Syariah sendiri 
menyalurkan sebagian keuntungan kami untuk pihak-pihak yang kami rasa 
membutuhkan, jadi jika ada saja kami salurkan jika tidak juga tidak jadi tidak 
pasti kapan dikeluarkanya, namun jika anggaran kami ada dana anggaran untuk 
hal tersebut. 
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Form Catatan Wawancara 2 
Hari/Tanggal  : Senin, 27 Mei 2019 
Waktu  : 12.30 WIB 
Tempat  : KSPPS Kospin Syariah 
Data Informan 
Nama : Bp. Heri Purwanto, S.Kom 
Jabatan : Kepala Cabang 
 
Hasil Wawancara 
Akad Syariah di Kospin sendiri sebenarnya sebagian sudah sesuai dengan 
prinsip syariah, seperti akad perjanjian di awal pembiayaan yang dimana di 
dalamnya berisi ketentuan-ketentuan bagi anggota terkait pembiayaan yang 
dilakuan di Koperasi kami, bagaimana ketentuan potongan administrasi pada 
saat awal melakuan pembiayaan dan lain sebagainya, namun kalo dalam urusan 
pemberian pembiayaan kami belum bisa jika harus seperi ketentuan syariah 
yang telah ditetapkan misalnya pada pengajuan pembiayaan Mudharabah kan 
seharusnya jika ada kerugian bukan dari kesalahan pengelolaan harusnya kan 
yang nanggung koperasi, tapi jika itu diterapkan disini pasti nggak jalan 
makanya ketentuan pembiayaan seperti itu belum bisa kami terapkan, jadi kami 
tetap akan menambah margin dari pokok pembiayaan dan nasabah akan diberi 
tahu berapa angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. 
Kalo penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Syariah belum ada, tapi kalo 
modal dari kantor cabang seperti di Kantor Cabang Harjosari ini berasal dari 
Kantor Pusat yang awalnya modal yang berasal dari para anggota, namun setiap 
kantor cabang berkewajiban membayar setiap bulannya ke kantor cabang modal 
awal tersebut, jadi kita kaya dikasih pinjaman dari pusat nanti kita kelola dalam 
bentuk pembiayaan dan lain sebagainya namun kita juga harus mengembalikan 
setiap bulannya. 
Kalo untuk rapat ke kantor pusat biasanya sebulan sekali yang rutinnya, namun 
jika ada sesuatu yang harus dibahas oleh kantor ataupun ada kebijakan baru 
yang akan diterapkan, maka rapat itu waktunya kondisional saja jadi jika ada 
yang akan dibahas maka akan diadakan rapat, namun yang rutin yang sebulan 
sekali itu.. 
Kalau lembaga Zakat di Kospin tidak ada, karena di kospin tidak mendirikan 
lembaga zakat secara khusus, namun setiap akan lebaran pihak kospin dari 
perwakilan kantor pusat, beberapa orang akan membagikan zakat fitrah yang 
kami bagikan kepada pihak yang membutuhkan. 
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Form Catatan Wawancara 2 
Hari/Tanggal  : Senin, 27 Mei 2019 
Waktu  : 13.30 WIB 
Tempat  : KSPPS Kospin Syariah 
Data Informan 
Nama : Wahyu Sri Astuti 
Jabatan : Marketing Collecting 
 
Hasil Wawancara 
Kalo untuk penempatan dana di Lembaga Keuangan Syariah kalau untuk gaji 
kami setiap bulan KSPPS Kospin bekerja sama dengan Bank BNI mbak jadi 
untuk rekening, ATM gaji kami transferannya melalui Bank BNI, kalau ada 
nasabah yang ingin mengangsur kami juga menyarankan untuk transfer melalui 
rekening kami di Bank BRI, Kalau setiap harinya KSPPS Kospin Syariah 
Harjosari sendiri jika transaksi hari ini sudah cukup besar kami juga 
menyimpan dana kami di Bank BRI, jadi setiap dana yang masuk sudah 
lumayan banyak akan kami masukkan ke dalam rekening kami di Bank BRI. 
Peningkatan pemahaman anggota mengenai keunggulan sistem syariah sendiri 
hanya dilakukan KSPPS Kospin Syariah pada awal anggota melakukan 
simpanan dan pembiayaan saja, seperti pada saat akad pembiayaan dilakukan 
disana Customer Service akan menjelaskan bagaimana saja sistem syariah atau 
aturan pembiayaan yang digunakan begitu juga pada anggota yang akan 
menyimpan dananya pada KSPPS Kospin Syariah Customer Service juga 
menjelaskan bahas yang diberikan dan lain sebagainya, jadi tidak ada hal-hal 
setelahnya yang dilakukan oleh koperasi untuk meningkatkan pemahaman 
anggota mengenai keunggulan sistem Syariah. 
Jika ada pembiayaan yang macet atau bermasalah biasanya kita hubungi dulu, 
lalu ditanyakan mengapa belum dapat mengangsur jika anggota menjanjikan 
akan mengangsur pada tanggal tertentu akan kami tunggu dulu sampai tanggal 
tersebut, namun jika tetap tidak mengangsur akan kami tanyakan lagi 
bagaimana kelanjutannya dan akan kami carikan jalan keluarnya. 
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Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian  
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Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup 
  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama    : Kalisna Arum Hatmoko  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Juli 1996  
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Status     : Mahasiswi 
Alamat : Harjowinangun RT03/RW04 Triyagan Mojolaban 
   Sukoharjo 
Agama    : Islam 
No. HP   : 082351892056 
Email    : kalisnaarumhatmoko@gmail.com 
IPK Terakhir   : 3,55 
Pendidikan   : SD Negeri 02 Jaten 
    SMP Negeri 01 Jaten 
      SMA Negeri Karangpandan 
      Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
      2015-2019    
 
 
Surakarta, 29 Juli 2019 
 
 
Kalisna Arum Hatmoko 
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Lampiran 6 : Foto dokumentasi 
 
Wawancara dengan mbak Laras selaku front office KSPPS Kospin Syariah 
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Wawancara dengan ibu Suryati Palupi,S.T. selaku Dewan Pengawas Syariah 
 
 
